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Abstract

Regional financial management that is transparent, efficient, and accountable is a crucial element in
achieving good governance. The Government of Mamuju Regency has implemented SIPAMANDAR
(Regional Financial Management Information System) to support the processes of planning, budgeting,
implementation, and financial reporting. This study aims to analyze the role of SIPAMANDAR in
supporting budget decision-making and to identify the supporting and inhibiting factors in its
implementation. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were
collected through in-depth interviews with regional financial management officials, budget planners, and
SIPAMANDAR operators, complemented by observation and documentation studies. Data analysis was
conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that
SIPAMANDAR plays an important role in providing accurate, integrated, and timely financial
information, thereby supporting more rational budget decision-making. However, its implementation still
faces challenges, including limitations in human resources, technological infrastructure, and inter-
departmental system integration.

Keywords: SIPAMANDAR, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah, Pengambilan Keputusan
Anggaran, Transparansi, Akuntabilitas.

Abstrak

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel merupakan unsur penting dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Kabupaten Mamuju telah menerapkan
SIPAMANDAR (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) untuk mendukung proses
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan
menganalisis peran SIPAMANDAR dalam mendukung pengambilan keputusan anggaran serta
mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat
pengelola keuangan, perencana anggaran, dan operator SIPAMANDAR, serta dilengkapi observasi dan
studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa SIPAMANDAR berperan penting dalam menyediakan informasi
keuangan yang akurat, terintegrasi, dan tepat waktu, sehingga mendukung pengambilan keputusan
anggaran yang lebih rasional. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan
sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan integrasi antar perangkat daerah.

Kata Kunci: SIPAMANDAR, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah, Pengambilan Keputusan
Anggaran, Transparansi, Akuntabilitas.
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PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam era
desentralisasi memerlukan manajemen keuangan yang tidak
hanya mengikuti peraturan, tetapi juga bertujuan untuk
mencapai hasil pembangunan yang maksimal. Sejak
diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah lokal
diberikan wewenang luas dalam mengelola dana untuk
mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
di daerah. Wewenang ini membawa konsekuensi pada
meningkatnya kebutuhan akan akuntabilitas, transparansi,
dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam hal pengelolaan keuangan publik, anggaran
daerah adalah instrumen penting yang mencerminkan
prioritas pembangunan dan komitmen pemerintah daerah
terhadap pelayanan masyarakat. Proses penyusunan dan
pengambilan keputusan anggaran melibatkan beragam
pihak dan kepentingan, sehingga memerlukan informasi
yang akurat, komprehensif, dan tepat waktu. Tanpa adanya
dukungan sistem informasi yang memadai, proses
pengambilan keputusan anggaran dapat berisiko menjadi
tidak efisien, inkonsisten, dan kurang berdasarkan data
objektif.

Perkembangan teknologi informasi menawarkan
kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan
pengelolaan keuangan melalui penerapan sistem informasi
manajemen keuangan daerah. Sistem ini dirancang untuk
menghubungkan semua proses pengelolaan keuangan dari
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan
penerapan sistem informasi yang terintegrasi, diharapkan
pemerintah daerah dapat memproduksi informasi keuangan
yang dapat dipercayai untuk mendukung pengambilan
keputusan.

Pemerintah Kabupaten Mamuju, sebagai salah satu
daerah otonom di Indonesia, telah menerapkan Sistem
Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang dikenal
dengan SIPAMANDAR. Sistem ini berfungsi sebagai alat
utama dalam mendukung pengelolaan keuangan dan
pengambilan keputusan anggaran di lingkungan pemerintah
daerah. Diharapkan SIPAMANDAR dapat meningkatkan
efektivitas dan efisiensi dalam proses penganggaran serta
memperkuat transparansi dan  akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan daerah.

Namun, penerapan sistem informasi keuangan daerah
tidak selalu berjalan sesuai harapan. Berbagai penelitian
sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan
implementasi sistem informasi di sektor publik tidak hanya
bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga terkait
dengan faktor organisasi, sumber daya manusia, dan
dukungan kebijakan. Keterbatasan kapasitas pegawali,
ketidakberdayaan terhadap perubahan, sekaligus kendala
teknis infrastruktur sering kali menghambat pemanfaatan
sistem informasi secara maksimal.

Dalam konteks Kabupaten Mamuju, penggunaan
SIPAMANDAR juga menghadapi tantangan serupa. Meski
sistem ini sudah digunakan secara resmi dalam pengelolaan
keuangan daerah, tingkat pemanfaatan sebagai alat
pendukung untuk pengambilan keputusan strategis perlu
diteliti lebih lanjut. Informasi keuangan yang dihasilkan
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oleh sistem belum sepenuhnya digunakan dengan optimal
dalam pengambilan keputusan anggaran, terutama dalam
penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan
daerah.

Selain itu, pengambilan keputusan anggaran di
pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek
teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan
administratif. Oleh karena itu, peran SIPAMANDAR dalam
menyediakan informasi yang objektif dan berbasis data
menjadi sangat penting untuk mengurangi subjektivitas dan
meningkatkan rasionalitas dalam pengambilan keputusan
anggaran. Dengan demikian, penelitian mengenai peran
SIPAMANDAR dalam pengambilan keputusan anggaran di
Pemerintahan Kabupaten Mamuju menjadi relevan dan
strategis untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis
mendalam mengenai peran SIPAMANDAR dalam
mendukung proses pengambilan keputusan terkait anggaran
di Pemerintah Kabupaten Mamuju. Penelitian tidak hanya
menitikberatkan pada sisi teknis penggunaan sistem, tetapi
juga pada dampaknya terhadap kualitas keputusan,
keterbukaan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan
keuangan daerah. Dengan demikian, diharapkan penelitian
ini bisa memberikan pemahaman menyeluruh mengenai
sumbangsih SIPAMANDAR dalam pengelolaan keuangan
daerah.

Secara teoritis, studi ini berlandaskan pada konsep
New Public Management (NPM) yang menyoroti
pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan fokus pada kinerja
dalam pengelolaan sektor publik dengan memanfaatkan
teknologi informasi. Dalam pandangan NPM, sistem
informasi manajemen keuangan daerah dianggap sebagai
alat strategis yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan
keuangan dengan menyediakan informasi yang tepat,
relevan, dan akurat bagi para pengambil keputusan. Selain
itu, teori Decision Support System (DSS) menjelaskan
bahwa efektivitas pengambilan keputusan sangat
tergantung pada kualitas informasi yang dihasilkan oleh
sistem informasi, sehingga sistem informasi manajemen
keuangan berfungsi lebih dari sekadar alat administratif,
melainkan juga sebagai pendukung dalam pengambilan
keputusan yang berbasis data dan rasional. Prinsip good
governance juga menjadi dasar penting dalam penelitian ini,
terutama yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas,
dan efektivitas pengelolaan keuangan publik yang dapat
diperkuat melalui implementasi sistem informasi keuangan
daerah yang terintegrasi.

Penelitian ~ sebelumnya  menunjukkan  bahwa
penerapan sistem informasi manajemen di sektor publik
dapat meningkatkan efektivitas organisasi, kinerja aparatur,
dan kualitas layanan publik. Penelitian tentang Optimalisasi
Transformasi Kepemimpinan melalui Kehadiran Digital
dan Sistem Informasi Manajemen di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kabupaten Mamuju Tengah menemukan bahwa
sistem informasi berperan dalam mendukung transformasi
kepemimpinan serta peningkatan kinerja aparat dengan
menyediakan data yang akurat dan terintegrasi. Selanjutnya,
penelitian mengenai Transformasi Efisiensi Layanan
Kesehatan dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah
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Sakit (SIMRS) di RSUD Provinsi Sulawesi Barat
menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi
manajemen berkontribusi besar dalam memperbaiki
efisiensi layanan serta mendukung pengambilan keputusan
manajerial yang lebih tepat.

Meski sejumlah studi tersebut menegaskan pentingnya
sistem informasi dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi
organisasi sektor publik, penelitian yang secara spesifik
menilai peranan sistem informasi manajemen keuangan
daerah sebagai alat pendukung dalam pengambilan
keputusan anggaran yang strategis masih cukup terbatas.
Selain itu, kajian yang mengaitkan penggunaan sistem
informasi keuangan dengan dinamika pengambilan
keputusan anggaran di tingkat pemerintah kabupaten,
terutama di Pemerintah Kabupaten Mamuju, masih jarang
dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk
mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara
mendalam peranan SIPAMANDAR dalam mendukung
proses  pengambilan  keputusan  anggaran, serta
mengidentifikasi ~ faktor-faktor =~ yang  memengaruhi
optimalisasi penggunaan sistem tersebut dalam pengelolaan
keuangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kerangka ini, kualitas informasi keuangan
dianggap sebagai variabel utama yang menghubungkan
pengaruh SIPAMANDAR terhadap proses pengambilan
keputusan anggaran. Kualitas informasi keuangan terdiri
dari beberapa dimensi penting, seperti akurasi,
kelengkapan, relevansi, dan ketepatan waktu informasi.
Informasi yang akurat mencerminkan keserasian data
dengan kondisi keuangan yang aktual, sedangkan
kelengkapan menunjukkan sejauh mana informasi
mencakup semua aspek yang diperlukan dalam analisis

anggaran. Relevansi berkaitan dengan kemampuan
informasi untuk memenuhi kebutuhan pengambilan
keputusan, sedangkan ketepatan waktu menandakan

ketersediaan informasi saat dibutuhkan.

Mengacu pada teori Sistem Pendukung Keputusan dan
konsep rasionalitas terbatas yang dikemukakan oleh Herbert
A. Simon, pengambil keputusan di organisasi publik
mengalami keterbatasan dalam memproses informasi yang
kompleks. Oleh karena itu, sistem informasi yang dapat
menyederhanakan, menyajikan, dan mengolah data
keuangan dengan cara yang terstruktur akan sangat
membantu pengambil keputusan dalam melaksanakan tahap
intelijen, desain, dan pilihan. Pada tahap intelijen,
SIPAMANDAR menyediakan informasi untuk mengenali
masalah dan kebutuhan anggaran. Di tahap desain,
informasi yang dihasilkan oleh sistem digunakan untuk
merumuskan opsi kebijakan dan skenario alokasi anggaran.
Kemudian, pada tahap pilihan, informasi tersebut menjadi
dasar dalam menentukan opsi anggaran yang paling sesuai
dengan tujuan pembangunan dan kapabilitas keuangan
daerah.

Di samping itu, Model Keberhasilan Sistem Informasi
DeLone dan McLean memberikan kerangka teori untuk
memahami bagaimana kualitas sistem dan kualitas
informasi mempengaruhi seberapa banyak sistem
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digunakan oleh pengguna. Dalam konteks SIPAMANDAR,
kualitas sistem yang baik, seperti kemudahan penggunaan,
keandalan, dan fleksibilitas, akan mendorong pegawai
pemerintah daerah untuk secara aktif menggunakan sistem.
Penggunaan sistem yang intensif, yang didukung oleh
informasi berkualitas tinggi, akan meningkatkan kepuasan
pengguna serta kepercayaan terhadap informasi keuangan
yang dihasilkan. Kepercayaan ini pada gilirannya akan
mendorong pemanfaatan informasi SIPAMANDAR
sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan
anggaran.

Proses pengambilan keputusan anggaran dalam
penelitian ini dimaknai sebagai proses penentuan alokasi
sumber daya keuangan daerah yang mencerminkan prioritas
pembangunan, kebutuhan pelayanan publik, dan
kemampuan fiskal daerah. Keputusan anggaran yang
berkualitas diindikasikan oleh beberapa indikator, antara
lain konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran,
rasionalitas dalam penentuan prioritas program dan
kegiatan, efisiensi penggunaan anggaran, serta peningkatan
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
daerah. Dengan dukungan informasi berkualitas dari
SIPAMANDAR, diharapkan pengambilan keputusan
anggaran dapat dilakukan dengan lebih objektif, terukur,
dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penerapannya, dampak SIPAMANDAR
terhadap mutu informasi dan proses pengambilan keputusan
anggaran dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan
penghambat, seperti kemampuan sumber daya manusia,
nilai-nilai dalam organisasi, serta dukungan kebijakan dan
fasilitas teknologi informasi. Unsur-unsur ini bisa
memperkuat atau malah mengurangi hubungan antara
penggunaan SIPAMANDAR dan mutu informasi yang
dihasilkan. Maka dari itu, kerangka konseptual ini tidak
hanya mempertimbangkan hubungan langsung antara
sistem dan keputusan, tetapi juga memperhatikan konteks
organisasi di mana sistem tersebut diterapkan.

Dengan demikian, kerangka konseptual dari penelitian
ini menekankan bahwa SIPAMANDAR berfungsi sebagai
dasar utama dalam menciptakan informasi keuangan
berkualitas, yang pada gilirannya menjadi landasan dalam
proses pengambilan keputusan anggaran di Pemerintah
Kabupaten Mamuju. Oleh sebab itu, keberhasilan
SIPAMANDAR tidak hanya dinilai dari sisi operasional
teknis, tetapi juga dari seberapa jauh sistem ini dapat
meningkatkan mutu keputusan anggaran, memperkuat
transparansi, serta mendukung akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
tipe studi deskriptif analitis. Pemilihan metode kualitatif
didasari oleh tujuan utama dari penelitian ini, yaitu untuk
memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran
SIPAMANDAR dalam pengambilan keputusan anggaran di
Pemerintah Kabupaten Mamuju. Dengan menggunakan
pendekatan kualitatif, peneliti dapat menyelidiki fenomena
secara menyeluruh dengan menckankan makna, konteks,
dan proses, bukan hanya angka-angka kuantitatif.
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Dalam manajemen keuangan daerah, pengambilan
keputusan anggaran berlangsung dengan cara yang sangat
kompleks, melibatkan berbagai dimensi yang mencakup
interaksi antara aspek teknis, administratif, organisasi, dan
kebijakan. Proses ini tidak dapat sepenuhnya dimengerti
hanya dengan data angka, tetapi memerlukan eksplorasi
pengalaman, sudut pandang, dan praktik dari semua pihak
yang terlibat. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dinilai
paling tepat wuntuk menggali bagaimana praktik
SIPAMANDAR dilaksanakan dan sejauh mana dampaknya
terhadap pola dan kualitas pengambilan keputusan
anggaran.

Pendekatan kualitatif juga menawarkan kesempatan
bagi peneliti untuk menyesuaikan fokus penelitian sesuai
dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Dengan
berinteraksi langsung dengan narasumber dan mengamati
proses yang berlangsung, peneliti dapat memahami
fenomena yang mungkin terlewatkan saat penelitian
dimulai. Hal ini sejalan dengan karakteristik penelitian
kualitatif yang bersifat alami, di mana fenomena diteliti
dalam konteks aslinya tanpa adanya manipulasi variabel.

Tipe penelitian yang diterapkan adalah deskriptif
analitis, bertujuan untuk secara sistematis menggambarkan
kondisi penerapan SIPAMANDAR serta menganalisis
perannya dalam mendukung pengambilan keputusan
anggaran.  Penelitian  deskriptif = digunakan untuk
menjelaskan  realitas empiris  terkait penggunaan
SIPAMANDAR di Pemerintah Kabupaten Mamuju,
termasuk pola pemanfaatan sistem, alur kerja pengelolaan
keuangan, serta interaksi antar pengguna sistem. Sifat
analitis dari penelitian ini digunakan untuk menafsirkan dan
mengevaluasi temuan empiris berdasarkan kerangka teori
informasi manajemen, pengambilan keputusan, dan prinsip
pengelolaan keuangan daerah.

Dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini
tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga
menganalisis hubungan antara pemanfaatan
SIPAMANDAR dan kualitas pengambilan keputusan
anggaran. Analisis dilakukan dengan mengaitkan hasil di
lapangan dengan konsep-konsep teoritis yang relevan,
sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam
tentang kontribusi sistem informasi keuangan daerah dalam
mendukung tata kelola keuangan yang baik dan transparan.

Selain itu, pilihan jenis penelitian ini juga
mempertimbangkan konteks yang terfokus pada satu lokasi
spesifik, yaitu Pemerintah Kabupaten Mamuju. Dengan
demikian, penelitian ini dapat dianggap sebagai studi kasus,
di mana SIPAMANDAR dianalisis secara mendalam dalam
konteks organisasi pemerintah daerah yang tertentu.
Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk
mengeksplorasi fenomena secara rinci dan sesuai konteks,
sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan
gambaran yang komprehensif —mengenai  praktik
pengambilan keputusan anggaran didasarkan pada sistem
informasi di tingkat pemerintah daerah.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran
menyeluruh mengenai pelaksanaan SIPAMANDAR serta
perannya dalam membantu keputusan anggaran di
Pemerintah Kabupaten Mamuju. Temuan dari penelitian ini
diperoleh melalui wawancara mendalam, pengamatan
langsung, dan analisis dokumen dari beberapa organisasi
perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam pengelolaan
keuangan daerah.

Secara umum, SIPAMANDAR telah dijadikan
sebagai sistem utama untuk mengelola keuangan daerah di
Kabupaten Mamuju. Sistem ini berfungsi dari tahap
perencanaan dan penganggaran hingga pengelolaan dan
laporan keuangan daerah. Data yang dihasilkan oleh
SIPAMANDAR menjadi acuan utama bagi pejabat yang
mengelola keuangan daerah dalam menjalankan tugas

administratif dan mengambil keputusan mengenai
anggaran.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa
SIPAMANDAR memiliki peranan penting dalam

memberikan informasi dan data keuangan yang lebih
teratur, terintegrasi, dan lebih mudah diakses dibandingkan
dengan sistem manual sebelumnya. Informasi tersebut
meliputi alokasi anggaran, realisasi anggaran, dan sisa
anggaran yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan
dalam pengambilan keputusan anggaran. Dengan
keberadaan SIPAMANDAR, proses pengumpulan dan
pengolahan data keuangan berlangsung lebih cepat dan
tepat.

Selain itu, hasil pengamatan mengindikasikan bahwa
SIPAMANDAR  berkontribusi  pada  peningkatan
keselarasan antara dokumen perencanaan dan dokumen
anggaran. Setiap perubahan anggaran bisa dilacak secara
sistematis melalui sistem ini, sehingga mempermudah
pengendalian dan evaluasi anggaran. Hal ini berpengaruh
positif terhadap disiplin anggaran dan pengendalian internal
di Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa
pemanfaatan SIPAMANDAR belum merata di semua OPD.
Beberapa OPD telah menggunakan sistem ini dengan
optimal sebagai alat analisis anggaran dan pengambilan
keputusan, sementara lainnya hanya memanfaatkan
SIPAMANDAR untuk memenuhi kebutuhan administratif
dan laporan. Variasi dalam tingkat pemanfaatan ini
dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia,
pemahaman terhadap sistem, serta dukungan dari pimpinan
OPD.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan
SIPAMANDAR memberikan dampak positif terhadap
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
daerah. Sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi
keuangan secara sistematis dan terdokumentasi baik,
sehingga mempermudah proses audit dan akuntabilitas
keuangan. Informasi keuangan yang tersedia di
SIPAMANDAR dapat diakses oleh pihak-pihak yang
berwenang, sehingga meningkatkan keterbukaan informasi
di dalam pemerintahan daerah.
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Di sisi lain, penelitian ini mengidentifikasi beberapa
tantangan dalam penerapan SIPAMANDAR. Kendala
utama yang dijumpai adalah keterbatasan kapasitas sumber
daya manusia, terutama dalam memanfaatkan fitur-fitur
sistem untuk analisis anggaran. Selain itu, ketergantungan
pada infrastruktur teknologi informasi dan kestabilan
jaringan juga merupakan tantangan yang mempengaruhi
efektivitas penggunaan sistem. Kendala-kendala ini
menyebabkan pemanfaatan SIPAMANDAR  belum
sepenuhnya optimal sebagai alat pendukung dalam
pengambilan keputusan strategis anggaran.

Tabel 1. Matriks Tematik Hasil Penelitian
SIPAMANDAR
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Sistem
meningkatkan
transparansi dan
akuntabilitas
melalui pencatatan
transaksi yang
sistematis dan
terdokumentasi

Wawancara
Dokumen

Transparansi dan
Akuntabilitas

Tingkat
pemanfaatan

Tema Utama

Temuan Penelitian

Sumber data

Variasi

SIPAMANDAR

Implementasi
SIPAMANDAR

SIPAMANDAR
telah digunakan
sebagai sistem
utama pengelolaan
keuangan daerah
dari tahap
perencanaan hingga
pelaporan
keuangan.

Wawancara
Dokumen

Kualitas
Informasi
Keuangan

Sistem
menyediakan data
anggaran yang lebih
terstruktur,
terintegrasi, dan
mudah diakses
dibandingkan
sistem manual

Wawancara

Dukungan
Pengambilan
Keputusan

Data alokasi,
realisasi, dan sisa
anggaran
dimanfaatkan
sebagai dasar
pengambilan
keputusan anggaran

Wawancara

Keselarasan
Perencanaan dan
Penganggaran

SIPAMANDAR
membantu menjaga
konsistensi antara
dokumen
perencanaan dan
dokumen anggaran
serta memudahkan
pelacakan
perubahan anggaran

Observasi

berbeda antar OPD,
dipengaruhi oleh
kompetensi SDM
dan dukungan
pimpinan

Pemanfaatan Wawancara

Antar OPD

Keterbatasan SDM
dan ketergantungan
pada infrastruktur
TI menjadi
hambatan
optimalisasi sistem.

Kendala
Implementasi

Wawancara
Observasi

Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa SIPAMANDAR
memainkan peran penting dalam membantu proses
pengambilan keputusan terkait anggaran di Pemerintah
Kabupaten Mamuju. Hal ini terutama dilakukan melalui
penyediaan informasi keuangan yang tepat, terintegrasi, dan
akurat. Temuan ini sejalan dengan teori sistem informasi
manajemen yang menyatakan bahwa sistem informasi
berfungsi sebagai alat bantu untuk manajemen dalam
menyediakan data yang diperlukan untuk perencanaan,
pengendalian, dan pengambilan keputusan (Romney dan
Steinbart, 2018).

Dari sudut pandang teori pengambilan keputusan,
kualitas keputusan sangat bergantung pada ketersediaan
informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Simon (1997)
menegaskan bahwa keputusan yang tepat hanya dapat
diambil jika pengambil keputusan memiliki akses terhadap
informasi yang cukup. Dalam konteks ini, SIPAMANDAR
berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan yang
membantu mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan
keputusan anggaran dengan menyediakan data keuangan
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini  juga mengungkapkan bahwa
SIPAMANDAR berperan dalam meningkatkan keselarasan
antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Ini sesuai
dengan prinsip manajemen keuangan daerah yang berbasis
pada kinerja, yang menekankan pentingnya hubungan
antara perencanaan, penganggaran, serta pelaporan. Dengan
sistem yang terintegrasi, kemungkinan terjadinya
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ketidaksesuaian data dan penyimpangan anggaran dapat
diminimalkan. Temuan ini mendukung pendapat
Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa sistem
informasi keuangan daerah yang baik adalah syarat utama
untuk mencapai akuntabilitas serta pengendalian keuangan
publik.

Di samping itu, pemanfaatan SIPAMANDAR telah
terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini memungkinkan
pencatatan serta pelacakan transaksi keuangan secara
teratur, sehingga mempermudah proses audit dan
pertanggungjawaban. Ini sejalan dengan prinsip good
governance yang menempatkan transparansi dan
akuntabilitas sebagai fondasi dalam pengelolaan keuangan
publik.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa
keberhasilan implementasi SIPAMANDAR dipengaruhi
tidak hanya oleh kualitas sistem, tetapi juga oleh faktor
manusia dan organisasi. Variasi dalam pemanfaatan
SIPAMANDAR di berbagai OPD mengindikasikan bahwa
keterampilan sumber daya manusia dan dukungan dari
pimpinan sangat berpengaruh pada efektivitas sistem.
Temuan ini mendukung model keberhasilan sistem
informasi yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean
yang menekankan pentingnya kualitas sistem, kualitas
informasi, kualitas layanan, serta tingkat penggunaan dan
kepuasan pengguna dalam menentukan keberhasilan sistem
informasi.

Tantangan yang ditemukan dalam penerapan
SIPAMANDAR, seperti kurangnya kompetensi pengguna
dan  ketergantungan pada infrastruktur teknologi,
menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur serta
dukungan teknologi merupakan faktor kunci untuk
mengoptimalkan peran sistem informasi keuangan daerah.
Tanpa adanya usaha untuk meningkatkan kompetensi dan
pengembangan sistem secara berkelanjutan,
SIPAMANDAR bisa saja hanya digunakan sebagai alat
administratif, bukannya sebagai instrumen strategis dalam
pengambilan keputusan anggaran.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan
bahwa SIPAMANDAR telah memberikan dukungan nyata
dalam pengambilan keputusan anggaran di Pemerintah
Kabupaten Mamuju. Namun, untuk memaksimalkan
perannya, diperlukan pendekatan yang menyeluruh yang
mencakup aspek teknologi, sumber daya manusia, dan
kebijakan organisasi. Dengan penguatan pada aspek-aspek
tersebut, SIPAMANDAR dapat berfungsi secara optimal
sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan yang
rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan
dalam pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa
SIPAMANDAR mempunyai fungsi penting dalam
membantu proses pengambilan keputusan terkait anggaran
di Pemerintah Kabupaten Mamuju. Sistem ini memberikan
data keuangan yang tepat, terintegrasi, dan tepat waktu,
sehingga memudahkan analisis anggaran, pengawasan
pelaksanaan, serta meningkatkan keselarasan antara
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rencana dan realisasi anggaran (Simon, 1997; Romney dan
Steinbart, 2018). Di samping itu, pemanfaatan
SIPAMANDAR turut mendukung transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sejalan
dengan  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik
(Mardiasmo, 2018; Halim dan Kusufi, 2017). Walaupun
begitu, efektivitas SIPAMANDAR masih dipengaruhi oleh
kemampuan sumber daya manusia, dukungan dari
pimpinan, dan ketersediaan infrastruktur teknologi
informasi. Untuk memaksimalkan kontribusi sistem ini,
sangat penting untuk meningkatkan kemampuan petugas,
memperkuat integrasi sistem, serta menjalankan komitmen
organisasi dalam menggunakan SIPAMANDAR sebagai
alat strategis dalam pengambilan keputusan anggaran.
Dengan langkah-langkah ini, SIPAMANDAR dapat bekerja
secara optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan
daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel (DeLone dan
McLean, 2016; Mardiasmo, 2018).
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